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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana 
Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja 
Desa Bidang Infrastruktur di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Desa yang memiliki 
administratif di Kabupaten Wonogiri. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 
metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji koefisien determinasi, 
uji f, dan uji t. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi 
diperoleh nilai sebesar 0,180. Hasil uji hipotesis menunjukkan PADes, ADD, 
BHPR tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrastruktur sedangkan 
untuk variabel DD berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrastruktur. 
 
Kata Kunci: alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, belanja desa bidang 
infrastruktur, dana desa, pendapatan asli desa  
 
Abstract 
This study aims to analyze the effect of Village Original Revenue, Village Fund, 
Village Fund Allocation, and Tax Sharing and Retribution on Infrastructure 
Village Expenditures in Wonogiri Regency in 2018. The population used in this 
study are all villages that have administrative in Wonogiri Regency. The sample 
in this study uses purposive sampling method. Testing the hypothesis in this study 
using multiple linear regression analysis with the coefficient of determination, f 
test, and t test. The results of this study indicate that the coefficient of 
determination is obtained by a value of 0.180. The results of the hypothesis testing 
show that PADes, ADD, and BHPR have no effect on village spending in 
infrastructure, while for DD variables it affects the village expenditure in 
infrastructure. 
 
Keywords: infrastructure village expenditures, profit sharing taxes and levies, 
village original revenue, village funds, village fund allocation 
1. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, yang terdiri dari 
wilayah-wilayah (daerah) provinsi dan kabupaten/kota. Kabupaten/kota terdiri 
dari beberapa kecamatan dan dalam satu kecamatan terdiri dari beberapa 
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kelurahan dan desa. Desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem 
pemerintahan Indonesia mengingat bahwa desa merupakan satuan pemerintahan 
terkecil yang memiliki peranan fundamental bagi negara. Pengertian desa sangat 
beragam, artinya sangat tergantung dari sudut mana melihat desa. Perspektif 
geografi misalnya, desa dimaknai sebagai tempat atau daerah, dimana penduduk 
berkumpul dan hidup bersama dan mereka dapat menggunakan lingkungan 
setempat untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan 
kehidupannya. Suhartono (2001) memandang desa sebagai tempat dimana 
bermukim penduduk dengan peradaban yang dinilai lebih terbelakang ketimbang 
kota. Dijelaskan desa bercirikan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang 
relatif rendah, pencaharian umumnya dari sektor pertanian. Bahkan terdapat kesan 
bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para 
petani. Akan tetapi saat ini pandangan tentang desa mulai berubah seiring 
perkembangan tata pemerintahan. 
Desa mempunyai otonomi yang disebut dengan otonomi desa dan perlu 
ditegaskan bahwa otonomi desa bukan diberikan oleh negara tetapi otonomi desa 
berasal dari desa itu sendiri. Hal tersebut didasarkan pada sejarah ketatanegaraan 
Republik Indonesia dimana desa jauh lebih dulu terbentuk dari pada Negara 
Republik Indonesia. Akan tetapi hukum positif Indonesia juga mengatur tentang 
desa, diantaranya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014  Tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 
menekankan bahwa negara yang memberikan otonomi kepada desa. Dengan 
disahkannya UU Desa maka diprediksikan desa akan memasuki babak baru untuk 
penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen, 2014), yang datang membawa 
harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada 
di desa (Widagdo, 2016). 
Pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Transfer, dan 
Pendapatan lain-lain. Peningkatan dari PADes akan mutlak dilakukan oleh 
pemerintah desa untuk membiayai kebutuhan sendiri, agar nantinya pemerintah 
desa dapat berlaku mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah 
pusat, sedangkan belanja desa sendiri diklasifikasikan menurut kelompok, 
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kegiatan, dan jenis. Klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, 
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, dan Bidang Belanja Tak Terduga. 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 menjelaskan 
bahwa desa nantinya akan mendapatkan Dana Desa (DD). Dana Desa diperoleh 
sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana 
Dana Desa tersebut langsung turun ke desa tidak melalui prantara. Dana Desa 
sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah 
yang berdeda-beda. Penggunan dana desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Dana Desa dengan berdasar jumlah 
penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana 
Desa Pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan untuk pelayanan dasar yang 
diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan. Penerapan 
Dana Desa yang dilakukkan oleh pemerintah pusat hampir sama dengan 
pemberian Dana Alokasi Umum di pemerintah daerah yang bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal dan kemandirian daerah 
(Sari, Achyani dan Cahya: 2010) 
Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah dalam 
upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. ADD dialokasikan sebesar 30% untuk pemerintah desa 
sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. 
ADD nantinya diharapkan dapat membantu desa untuk memiliki peluang dalam 
meningkatkan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan 
masyarakat dan dapat membiayai segala urusan pemerintahan. 
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah memaparkan bahwa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) 
dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proposional dari realisasi 
pajak dan retribusi masing-masing daerah. Pemerintah juga mengalokasian BHPR 
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kepada Desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi 
daerah kabupaten/kota. 
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu 
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan 
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju 
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building),  sedangkan 
Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai 
suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan 
secara terencana. Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi 
(2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang 
pelaksanaan pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas 
pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana 
pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan 
komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan 
mempermudah kegiatan ekonomi. 
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang 
memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut 
dengan infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem 
pelayanan masyarakat. Berbagai fasiltas fisik merupakan hal yang vital guna 
mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan 
sosial di masyarakat dan pemerintahan. Mulai dari sistem energi, transportasi, 
jalan raya, sekolah, rumah ibadah, telekomunikasi, air bersih, kesemuanya itu 
memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Soemardi dan 
Wirahadikusumah:2009). 
Penelitian sebelumnya yang dilakukkan Luvitasari (2018) yang meneliti 
tentang pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi 
Hasil Pajak Dan Retribusi, dan Jumlah Murid PAUD Terhadap Alokasi Belanja 
Desa Bidang Pendidikan Tahun 2017 Se-Kabupaten Wonogiri, penelitian ini 
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap Belanja Desa 
Bidang Pendidikan. Dari penelitian sebelumnya, penulis ingin meneliti mengenai 
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Belanja Desa di Bidang Infrastruktur, karena Belanja Desa di Bidang Infrastruktur 
merupakan prioritas penggunaan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah 
pusat. 
Pangestu dan Bawono (2018) juga melakukkan penelitian berupa Analisis 
Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa 
(ADD), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa 
Bidang Infrastruktur Tahun 2016 di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 
menemukan bahwa Pendapatan Asli Desa dan Dana Desa berpengaruh terhadap 
Belanja Desa Bidang Infrastruktur. Berdasarkan penelitian Luvitasari (2018) serta 
Pangestu dan Bawono (2016), penulis ingin mereplikasi penelitian tersebut. Akan  
tetapi penelitian ini dilakukkan pada tahun anggaran dan lokasi yang berbeda. 
Selain itu penelitian ini juga menggunakan  realisasi pendapatan tahun 
sebelumnya sebagai acuan dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 
Berdasarkan latar belakang yang telah ddiuraikan sebelumnya, penulis 
berkeinginan melakukkan penelitian dengan “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli 
Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi pada Desa – Desa di 
Kabupaten Wonogiri)”. 
2. METODE  
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data 
Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur Tahun 
2018. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 
dokumentasi. Populasi penelitian ini adalah semua Desa yang memiliki 
administratif di Kabupaten Wonogiri sebanyak 251 Desa. Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling, dimana kriteria sampel yang digunakan 
Desa yang mengumpulkan laporan realisasi anggaran tahun 2017 di Dinas PMD, 
desa yang mengumpulkan anggaran pendapatan dan belanja desa 2018 per tanggal 
31 maret 2018 di Dinas PMD. Metode analisis data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda dengan 
pengujian Hipotesis. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Uji Asumsi Klasik 
3.1.1 Uji Normalitas 










Sumber: data diolah  
Nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,222 dan signifikansi pada 0,05 
(karena p = 0, > dari 0,05). Jadi dapat diartikan bahwa data di level ini 
terdistribusi secara normal. 
3.1.2 Uji Multikolinearitas 
Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
PADes 0,955 1,047 Bebas multikolinearitas 
DD 0,842 1,187 Bebas multikolinearitas 
ADD 0,741 1,350 Bebas multikolinearitas 
BHPR 0,866 1,155 Bebas multikolinearitas 
Sumber data: Data diolah 
Berdasrkan tabel 2 hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan 
dengan nilai tolerance value dan Variance Inflation Factor (VIF) dari 
tiap – tiap variabel independen. Jika nilai diketahui tolerance value  > 
0,10 dan nilai VIF < 10 dengan demikian dapat dinyatakan bebas dari uji 
multikolinearitas. 
3.1.3 Uji Autokorelasi 
Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi 
Batas Bawah dw Batas Atas Keterangan 
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-2 1,712 2 Tidak terjadi autokorelasi 
Sumber: data diolah 
Berdasarkan tabel diatas uji autokorelasi dapat ditunjukkan dari nilai 
durbin watson hitung  sebesar 1,712 nilai tersebut berada di antara -2 
sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi 
autokorelasi. 
3.1.4 Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas 
Variabel Signifikansi Keterangan 
PADes 0,074 Bebas heterokedastisitas 
DD 0,284 Bebas heterokedastisitas 
ADD 0,987 Bebas heterokedastisitas 
BHPR 0,061 Bebas heterokedastisitas 
Sumber: data diolah 
Uji heterokedastisitas yang dilakukkan menunjukkan keempat 
variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas karena memiliki 
nilai signifikasi lebih dari 0,05. 
3.2 Hasil Pengujian Hipotesis 
3.2.1 Regresi Linear Berganda 
Tabel 5 Regresi Linear Berganda 
Variabel Koefisien Std. Eror t Sig. 
(Constant) -1297207725,403 338868333,046 -3,828 ,000 
Pendapatan 
Asli Desa 
-,148 ,340 -,434 ,665 
Dana Desa 2,622 ,461 5,693 ,000 
Alokasi Dana 
Desa 




,466 2,657 ,175 ,861 
Rsquare 0,200   
Adjusted R Square 0,180   
Fhitung 10,406    
Sig F 0,000   
Sumber: data diolah 
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Hasil analisis regresi linear berganda pada tabel IV.7 secara 
sistematis dapat ditulis persamaanya sebagai berikut: 
BDBI = -1297207725,403 - 0,148PADES + 2,622DD + 0,104ADD + 
0,466BHPR + e 
Nilai Konstanta bernilai negatif yaitu sebesar -1297207725,403 hal 
ini menunjukkan bahwa jika tidak terdapat PADes, DD, ADD dan 
BHPR, maka besarnya Alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur 
mengalami penurunan sebesar -1297207725,403 dengan asumsi variabel 
lainnya tetap atau sama dengan nol.  
Besarnya nilai koefisien PADes sebesar - 0,148 dengan nilai negatif. 
Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan PADes sebesar 1% maka 
Alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan mengalami penurunan 
sebesar - 0,148  dengan asumsi variabel yang lain konstan atau sama 
dengan nol. 
Besarnya nilai koefisien DD sebesar 2,622 dengan nilai positif. Hal 
ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan DD sebesar 1% maka 
Alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan naik sebesar 2,622  
dengan asumsi variabel yang lain konstan atau sama dengan nol. 
Besarnya nilai koefisien ADD sebesar 0,104  dengan nilai positif. 
Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan ADD sebesar 1% maka 
Alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan naik sebesar 0,104  
dengan asumsi variabel yang lain konstan atau sama dengan nol. 
Besarnya nilai koefisien BHPR sebesar 0,466 dengan nilai positif. 
Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan BHPR sebesar 1% maka 
Alokasi Belanja Desa Bidang Infrastruktur akan naik sebesar 0,466  
dengan asumsi variabel yang lain konstan atau sama dengan nol. 
3.2.2 Uji Ketepatan Model (Goodnes Of Fit) 
3.2.2.1 Uji F 
Tabel 6 Uji F 
Fhitung Ftabel Sig Keterangan 
10,406 2,43 0,000 Signifikan 
Sumber: data diolah 
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Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan, dapat diketahui 
bahwa F hitung > F tabel yaitu 10,406 > 2,43 tabel dan nilai signifikansi -
0,000 < α -0,05 hal ini berarti menunjukkan regresi yang fit. Artinya 
bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel independen yang terdiri 
atas PADES, DD, ADD, dan BHPR secara keseluruhan berpengaruh 
terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur. 
3.2.2.2 Uji Koefisien Determinasi 
Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi 
R Rsquare Adj R Square Std. Error of the estimate 
0,221 0,049 0,026 82951003,53040 
Sumber: data diolah 
Hasil hitung perhitungan nilai    dalam analisis regresi berganda 
diperoleh angka koefisien determinasi dengan Adjusted    0,180 yang 
berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen 
sebesar 18%. Hasil ini berarti variansi variabel – variabel independen 
maliputi pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, dan bagi 
hasil pajak dan retribusi dalam mempengaruhi belanja desa bidang 
infrastruktur sebesar 18% sedangkan sisanya 82% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
3.2.2.3 Uji t 
Tabel 8 Hasil Uji Hipotesis 
Variabel  t hitung t tabel Sig Kesimpulan 
PADes -0,434 1.97427 0,665 Ho diterima 
DD 5,693 1.97427 0,000 Ho dtolak 
ADD 0,374 1.97427 0,709 Ho diterima 
BHPR 0,175 1.97427 0,861 Ho diterima 
Sumber: data diolah  
Dari hasil tabel diatas dapat diketahui hasil uji t untuk variabel: 
Pendapatan asli desa terhadap belanja desa bidang infrastruktur. 
Untuk variabel PADes diketahui nilai t hitung -0,434 lebih kecil dari t 
tabel 1,97427 atau dapat dilihat dari nilai f signifikansi 0,655. Maka 
dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap 
Belanja Infrastruktur. H1 tidak terdukung secara statistik 
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Hasil uji t untuk variabel dana desa terhadap belanja desa bidang 
infrastruktur. Untuk variabel PADes diketahui nilai t hitung 5,693 lebih 
besar dari t tabel 1,97427 atau dapat dilihat dari nilai f signifikansi 0,000  
oleh karena itu H2  terdukung secara statistik, sehingga Dana Desa 
berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrasturuktur. 
Hasil uji t untuk variabel dana desa terhadap belanja desa bidang 
infrastruktur. Untuk variabel PADes diketahui nilai t hitung 5,693 lebih 
besar dari t tabel 1,97427 atau dapat dilihat dari nilai f signifikansi 0,000  
oleh karena itu Ho ditolak dan H2  terdukung secara statistik, sehingga 
Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrasturuktur. 
Hasil uji t untuk variabel alokasi dana desa terhadap belanja desa 
bidang infrastruktur. Untuk variabel PADes diketahui nilai t hitung 0,373 
lebih kecil dari t tabel 1,97427 atau dapat dilihat dari nilai f signifikansi 
0,709  oleh karena itu Ho diterima dan H3 tidak terdukung secara 
statistik, sehingga Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap belanja 
desa bidang infrasturuktur. 
Hasil uji t untuk variabel Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap 
belanja desa bidang infrastruktur. Untuk variabel PADes diketahui nilai t 
hitung 0,175 lebih kecil dari t tabel 1,97427 atau dapat dilihat dari nilai f 
signifikansi 0,861  oleh karena itu Ho diterima dan H3 tidak terdukung 
secara statistik, sehingga Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tidak 
berpengaruh terhadap belanja desa bidang infrasturuktur. 
4. PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian dapat menarik 
simpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan pengujian secara bersama-sama atau simultan menunjukkan 
bahwa variabel PADES, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan 
terhadap belanja desa bidang infrastruktur. Dengan uji F sebesar 0,000 lebih kecil 
dari 0,05 yang berarti variabel bebas atau independen tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap variabel belanja desa bidang infrastruktur sebagai variabel 
terikat atau dependen. 
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Berdasarkan pengujian secara parsial variabel DD berpengaruh secara 
signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur. Sementara variabel PADes, 
ADD dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang 
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